PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019
perlu dilakukan penajaman dan pengoptimalisasian atas
perencanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap penetapan
Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir tentang Indikator Kinerja Utama

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

. Undang-Undang  Nomor 10  Tahun 1997  tentang

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan ...



10.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, yang telah diubah tujuh kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 10);

. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

11. Peraturan ...



Menetapkan

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas

Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-20109.

Pasal 1

(1) Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2015-
2019 yang selanjutnya disingkat IKU BAPETEN 2015-2019
merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana
Strategis BAPETEN 2015-2019;

(2) IKU BAPETEN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 2
IKU BAPETEN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan acuan bagi setiap unit organisasi eselon I, unit
organisasi eselon II dan wunit kerja mandiri di lingkungan
BAPETEN untuk:
a. menetapkan rencana kerja tahunan;
b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun perjanjian kinerja; dan

d. menyusun laporan kinerja.

Pasal 3
(1) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d dilakukan oleh setiap unit organisasi eselon I,
unit organisasi eselon II dan unit kerja mandiri di lingkungan
BAPETEN.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala BAPETEN melalui Inspektorat.

(3) Inspektorat ...



(3) Inspektorat dalam menerima laporan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertugas :
a. melakukan evaluasi dan reviu; dan
b. melaporkan hasil evaluasi dan reviu kepada Kepala

BAPETEN.

Pasal 4
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1376



